MATRIK PERBANDINGAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PERHITUNGAN PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,
PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK
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No.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PERHITUNGAN PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
78 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PERHITUNGAN PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

KETERANGAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA
CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,
PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,
PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi tata kelola
bantuan keuangan kepada partai poiitik dan mendorong peran
aktif partai politik untuk ikut serta dalam penanggulangan
penyebaran Corona Virus Disease 2019 melalui pelaksanaan
pendidikan politik kepada anggota partai politik dan
masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara
penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran,
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Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2014  tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan  Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan
Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan
sehingga perlu diganti;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan  Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan
Keuangan Partai Politik:

serta laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan

keuangan partai politik;

. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi ~ Pengajuan,  Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik, perlu disesuaikan dengan proses perencanaan keuangan
daerah dan dinamika sosial akibat pandemi Corona Virus
Disease 2019 sehingga perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);

I

Mengingat :
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Menambah  tiga
dasar hukum,
yaitu:

- Pasal 17 ayat (3)
UUD RI Tahun
1945 (angka 1),

- Peraturan
Presiden No. 11
Tahun 2015 ttg
Kementerian
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan LLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dalam Negeri
(angka 6), dan
Permendagri No.
36 Tahun 2018 ttg
Tata Cara
Penghitungan,
Penganggaran
dalam Anggaran
Pendapatan  dan

Belanja Daerah,
dan Tertib
Administrasi
Pengajuan,
Penyaluran, dan
Laporan
Pertanggungjawa

ban Penggunaan
Bantuan

Keuangan Partai
Politik (angka 7).
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Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

630);
+4 MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN:
5 Menetapkan : Menetapkan :
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA
DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DAN  TERTIB  ADMINISTRASI  PENGAJUAN,
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.
6 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630) diubah sebagai berikut:
7 Pasal 1
Dalam  Peraturan  Menteri  ini  yang  dimaksud
dengan:
1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara TETAP

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk |
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memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang TETAP
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
diberikan secara proporsional kepada partai politik yang
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya
berdasarkan jumlah perolehan suara.

3. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan TETAP
pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab
setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya TETAP
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya TETAP
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR TETAP
adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya TETAP
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya TETAP
disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat
Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan
Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan
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yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

9. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya TETAP
disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai
politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil
keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya TETAP
disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai
politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan
berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau
sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Daerah Partai Politik.

= -]

BAB Il PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN TETAP

9 Pasal 2
(1) Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai TETAP
politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.

(2) Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai TETAP
politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan Kkursi
di DPRD provinsi.

(3) Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada TETAP
partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang
mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.

(4) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana TETAP
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan
secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan
jumlah perolehan suara. TETAP

(5) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

10 | Pasal3
(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 TETAP
ayat (1) bersumber dari APBN.
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 TETAP
ayat (2) bersumber dari APBD provinsi.
(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 TETAP
ayat (3) bersumber dari APBD kabupaten/kota.

Pasal 4
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(1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam TETAP
Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah
perolehan suara sah hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota.

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR sebagaimana TETAP
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil
penghitungan suara sah secara nasional yang ditetapkan
oleh Komisi Pemilihan Umum.

(3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi TETAP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil
penghitungan suara sah pemilu DPRD provinsi yang
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi.

(4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota TETAP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil
penghitungan suara sah pemilu DPRD kabupaten/kota
yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum
kabupaten/kota.

Pasal 5

(1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat TETAP
pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp1.000,00
(seribu rupiah) per suara sah.

(2) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat TETAP
daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar
Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.

(3) Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan TETAP
keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.200,00
(seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran
bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya
sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai
politik tahun anggaran berjalan.

(4) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat TETAP
daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) sebesar Rp1.500.00 (seribu lima ratus rupiah) per suara
sah.
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(5) Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi
anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah
melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara
sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai
politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan
keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.

TETAP

Pasal 6

(1) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dinaikan sesuai dengan
kemampuan keuangan negara.

(2) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat
dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
setelah mendapat persetujuan Menteri.

TETAP

TETAP

Pasal 7

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) untuk kenaikan bantuan keuangan
partai politik tingkat daerah provinsi.

(2)Menteri  mendelegasikan  kewenangan = memberikan
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
kepada Gubernur untuk kenaikan bantuan keuangan partai
politik tingkat daerah kabupaten/kota.

TETAP

TETAP

Pasal 8

(1)Persetujuan Menteri terhadap kenaikan bantuan keuangan
partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD provinsi.

(2)Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan
partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD kabupaten/kota.

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Persetujuan Menteri terhadap Kenaikan Bantuan Keuangan
Partai  Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan
Partai Politik di tingkat provinsi.

(2) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan Bantuan Keuangan
Partai  Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan
Partai Politik ditingkat kabupaten/kota.

Perubahan : pada
ayat (1) kalimat
“diberikan setelah
dilakukan evaluasi
APBD  provinsi.”
dirubah  menjadi
“menjadi dasar
penganggaran

Bantuan Keuangan
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(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
diberikan berdasarkan permohonan dari pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi
dasar pencantuman dalam kebijakan umum APBD dan
prioritas dan plafon anggaran sementara.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Partai  Politik di
tingkat provinsi.”

Perubahan : pada
ayat (2) kalimat
“diberikan setelah
dilakukan evaluasi
APBD
kabupaten/kota.”
Dirubah  menjadi
“menjadi dasar
penganggaran
Bantuan Keuangan
Partai Politik
ditingkat
kabupaten/kota.”

Perubahan
Penambahan
(3). (4) dan (5).

ayat

Pasal 9
(1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

diberikan berdasarkan penllalan _dan'
d&laklikaﬂ_secara selekt{' :

@2 Kntmasebagalmana dlmaksudpada ayat (@0) mellputl a.
kondisi kemampuan keuangan daerah; b. nilai per suara
bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan c.
indeks kemahalan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2), diberikan berdasarkan penilaian dengan
kriteria meliputi:
a. kondisi kemampuan keuangan daerah; dan
b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran
sebelumnya.

Perubahan :
Penyederhanaan
dari 2 ayat menjadi
1 ayat, serta
menghapus kalimat
“dan evaluasi yang
dilakukan  secara
selektif ” dan “dan
tidak menganggu
pelaksanaan
program prioritas”

3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan
1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Penambahan
Pasal 9A dengan
2 ayat
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Pasal 9A
(1)Kondisi kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf a ditentukan setelah terpenuhinya:

a.belanja urusan wajib dan mengikat;

b.belanja yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan; dan

c.standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada
masyarakat.

(2)Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan
nilai per suara sebelum dinaikkan.

Pasal 10

(1) Menteri membentuk tim untuk melakukan penilaian TETAP
terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan partai
politik.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur TETAP

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum,
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Sekretariat
Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan pejabat
terkait.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri. TETAP

(4) Biaya penilaian terhadap permohonan kenaikan bantuan
keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TETAP
dibebankan pada APBN.

Pasal 11

(1) Gubernur membentuk tim untuk melakukan penilaian TETAP
terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan partai
politik.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Badan/Dinas/Biro TETAP
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Keuangan Sekretariat Provinsi, Inspektorat Jenderal
Provinsi, Biro Hukum Sekretariat Provinsi dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi serta pejabat

terkait.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan TETAP
Keputusan Gubernur.

(4) Biaya penilaian terhadap permohonan kenaikan bantuan TETAP

keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada APBD Provinsi.

Pasal 12
Gubernur  wajib melaporkan pemberian persetujuan TETAP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada
Menteri.

BAB 111
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN TETAP
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 13
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat TETAP

(2) dan ayat (3) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja
bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan
kepada partai politik.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN TETAP
Pasal 14
(1) Pengurus partai politik menyampaikan surat permohonan

bantuan keuangan partai politik tingkat pusat kepada TETAP

Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum dengan tembusan disampaikan kepada Menteri
Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan
Ketua Komisi Pemilihan Umum.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TETAP
ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain yang terdaftar di Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
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(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta
melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan
administrasi berupa:
a.fotokopi Akte Notaris Pendirian yang memuat anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

b.fotokopi susunan kepengurusan partai politik yang telah
terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang dilegalisir oleh pejabat Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c.fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;

d.nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan
dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang
bersangkutan;

e.surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan
kursi dan suara hasil pemilihan umum DPR yang
dilegalisir oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum;

f.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik
diprioritaskan untuk pendidikan politik;

g.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan
keuangan yang bersumber dari APBN tahun anggaran
sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan; dan

h.surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan
bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam
penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan
bersedia dituntut sesuai peraturan perundangundangan
apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang
ditandatangani Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan
Bendahara Umum atau sebutan lainnya, di atas materai
dengan menggunakan kop surat partai politik.

TETAP

Pasal 15

(1) Pengurus partai politik tingkat daerah provinsi mengajukan
surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada
gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

TETAP
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Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi atau
sebutan lain.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain. TETAP
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta
melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan TETAP
administrasi berupa:
a.surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan
susunan kepengurusan DPD Partai Politik tingkat
Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan
lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga masingmasing Partai
Politik;
b.fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan
kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum
DPRD Provinsi yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum provinst;
d.nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan
dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang
bersangkutan;
e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai
politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan
keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi tahun
anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan; dan
g.surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan
bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam
penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik
dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan apabila memberikan keterangan

yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, |
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dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai
dengan menggunakan kop surat partai politik.

 E——

Pasal 16
(1) Pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota
mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai
politik kepada bupati/wali kota dengan tembusan
disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
kabupaten/kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik kabupaten/kota atau sebutan lain.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta
melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan
administrasi berupa:
a.surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan
Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat
kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik
atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan
ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
masing-masing Partai Politik;
b.fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan
kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum
DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;
d.nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan
dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang
bersangkutan;
errencana penggunaan dana bantuan keuangan partai
politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan
keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota
tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan;

TETAP

TETAP

TETAP
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g.surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan
bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam
penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik
dan bersedia dituntut sesuai peraturan
perundangundangan apabila memberikan keterangan
yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris,
dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai
dengan menggunakan kop surat partai politik.

Pasal 17

Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di
tingkat pusat, di tingkat daerah provinsi atau di tingkat
kabupaten/kota, pengajuan permohonan bantuan keuangan
partai politik dilakukan oleh:

a. susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik
yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBN; atau

b.susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat daerah provinsi
dan ditingkat daerah kabupaten/kota yang disahkan oleh
Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar
di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk

| bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

| Pasal 18 B
Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan
bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Pasal 15 dan Pasal 16 pada tahun anggaran berjalan, bantuan
keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD tidak dapat
diberikan.

TETAP

TETAP

i

BABV
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

TETAP

Pasal 19

(1)Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan
Partai Politik tingkat Pusat.

(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai
oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

e —

TETAP

TETAP
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(3)Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada | TETAP
ayat (1) terdiri atas Direktorat Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum, Inspektorat Jenderal Kementerian
Dalam Negeri, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi
Pemilihan Umum.

(4)Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada TETAP
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(5)Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN. TETAP
Pasal 20
(1)Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud TETAP

dalam Pasal 15 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan
Partai Politik tingkat daerah Provinsi.

(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai TETAP
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau
sebutan lain.

(3)Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada TETAP

ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi, Biro Hukum Sekretariat Provinsi, Badan/Dinas/Biro
Keuangan Sekretariat Provinsi, Inspektorat Provinsi, Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

(4)Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada TETAP
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5)Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana TETAP
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi.

Pasal 21 |

(1)Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud TETAP

dalam Pasal 16 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan
Partai Politik tingkat daerah Kabupaten/Kota.

(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai TETAP
Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten/Kota atau sebutan lain.

UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara/2021



.

(3)Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada TETAP
ayat (1) terdiri dari unsur Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Sekretariat
Kabupaten/Kota, Dinas/Bagian Keuangan Kabupaten/Kota,
Inspektorat Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

(4)Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada TETAP
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

(5)Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana TETAP
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD
Kabupaten/Kota.

Pasal 22 TETAP

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan
bantuan keuangan partai politik tingkat pusat, daerah provinsi
dan daerah kabupaten/kota dibuat dalam berita acara hasil
verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 23

(1)Tim verifikasi tingkat pusat menyampaikan berita acara hasil TETAP
verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan
keuangan partai politik tingkat pusat kepada Menteri dengan
melampirkan  kelengkapan  persyaratan  administrasi
permohonan bantuan keuangan partai politik.

(2)Tim verifikasi tingkat provinsi menyampaikan berita acara
hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan TETAP
bantuan keuangan partai politik tingkat daerah provinsi
kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan
persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan

partai politik.
(3)Tim  verifikasi  tingkat  daerah  kabupaten/kota
menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan TETAP

administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik
tingkat daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota
dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi
permohonan bantuan keuangan partai politik.

BAB VI TETAP
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 24
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(1)Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan TETAP
Umum menyampaikan permintaan penyaluran bantuan
keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat pusat
kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan berita acara
hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

(2)Pejabat pengelola keuangan daerah provinsi atas persetujuan TETAP
gubernur menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas
umum partai politik tingkat daerah provinsi dengan
melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan
administrasi.

(3)Pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten/kota atas TETAP
persetujuan bupati/walikota menyalurkan bantuan keuangan
ke rekening kas umum partai politik tingkat daerah
kabupaten/kota dengan melampirkan berita acara hasil
verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 25

(1)Ketua umum atau sebutan lain partai politik tingkat pusat TETAP
menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan
yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

(2)Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat provinsi
menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan TETAP
yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(2) kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi.

(3)Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah
kabupaten/kota menyampaikan tanda bukti penerimaan TETAP
bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3) kepada bupati/wali kota melalui
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

(4)Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat TETAP
(1), ayat (2), dan ayat (3) disertai dengan penandatanganan
berita acara serah terima bantuan keuangan.

Pasal 26

TETAP
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Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah
memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun
anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VII TETAP
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 27

(1)Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk TETAP

melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik
dan masyarakat.

(2)Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik TETAP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan
kepada partai politik juga digunakan untuk operasional
sekretariat partai politik.

(3)Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud TETAP
pada ayat (1), antara lain berupa:

a. seminar;

b. lokakarya;

¢. dialog interaktif;,

d. sarasehan;

e. workshop; dan

f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan
tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 28
(1)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam TETAP
Pasal 27 bertujuan untuk:
a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
dan
c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun
karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan
bangsa.
(2)Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkaitan dengan kegiatan: TETAP
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a.pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar
Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b.pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara
Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan

c.pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan
berkelanjutan.

Pasal 28A

(1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3), dapat berupa sosialisasi dan edukasi
kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019.

(2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau
pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan
pencegahan Corona Virus Disease 2019.

(3) Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dapat berupa penyediaan
perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi Corona
Virus Disease 2019 kepada anggota Partai Politik dan
masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer,
tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan,
dan/atau penyemprotan disinfektan.

(3)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada TETAP
ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan
kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik
sesuai dengan Pancasila.
(4)Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana TETAP
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembayaran honorarium;
b. pembayaran transport kegiatan;
¢. akomodasi dan konsumsi; dan
d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan
4. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan Penambahan
1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut: | Pasal 28A dengan
3 Ayat

5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 29
(1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana

Pasal 29
(1)Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berkaitan dengan:
a.administrasi umum;

b.berlangganan daya dan jasa;

¢. pemeliharaan data dan arsip; dan

d.pemeliharaan peralatan kantor.

(2)Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan
dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a antara lain:
a.keperluan alat tulis kantor;
b.rapat internal sekretariat;
c.perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

partai politik;
d.transport  untuk
sekretariat;
e.pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: furniture,
komputer, mesin fotokopi;
f.sewa kantor; dan
g.honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang
berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.

mendukung  kegiatan operasional

(3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan
dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b yaitu:

a. telepon, internet dan listrik;
b. air minum sekretariat;

c. jasa pos dan giro;

d. surat menyurat; atau

e. media cetak dan elektronik.

(4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan
dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ yaitu:

a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
b. penyimpanan data manual.

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), berkaitan dengan:
a. administrasi umum;

b. berlangganan daya dan jasa;

c. pemeliharaan data dan arsip; dan

d. pemeliharaan peralatan kantor.

(2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan

dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, berupa:

a.keperluan alat tulis kantor;

b.rapat internal sekretariat;

c.perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Partai Politik;

d.transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional
sekretariat;

e.pengadaan barang inventaris berupa furniture, komputer,
atau mesin fotokopi;

f.sewa kantor;

g.honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang
berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan

h.dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
sekretariat Partai Politik.

(3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan

dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, berupa:

a. telepon, internet, dan listrik;

b. air minum sekretariat;

c. jasa pos dan giro;

d. surat menyurat; dan/atau

e. media cetak dan elektronik.

(4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan

dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, berupa:

a. penyimpanan data elektronik; dan/atau

b. penyimpanan data manual.

Perubahan : Pada
ayat (2)
Penambahan satu
klausul , yaitu
huruf

h.dukungan
penyediaan obat
dan perbekalan
kesehatan
sekretariat Partai
Politik.

Pada ayat (3) ada:

- perubahan kata
“yaitu”
menjadi
“berupa”

- penghapusan
kata “dan”
pada huruf d.

Pada ayat (4) ada

perubahan kata

“yaitu”  menjadi

“berupa”.
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(5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan
dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:

(5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan
dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, berupa:

Pada ayat (6) ada
perubahan kata
“yaitu”  menjadi

ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan

a.pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau “berupa”.
b.pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat. ~b.pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
6. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan Penambahan
1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A schingga berbunyi sebagai | Pasal 29A (dengan
berikut: 2 Ayat)
Pasal 29A
(1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk
pertolongan pertama pada kecelakaan.
(2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat
kesehatan untuk pencegahan Corona Virus Disease 2019 yang
meliputi masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat
cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau
penyemprotan disinfektan.
BAB VIII TETAP
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 30
(1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber TETAP
dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal
dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang
diterima.
(2) Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti TETAP
penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
Pasal 31
(1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban TETAP
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari
dana bantuan APBN atau APBD.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada TETAP
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belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi
belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.

Pasal 32 TETAP
Partai politik wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan
yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat 1
(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan
Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 33

(1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati TETAP
batas waktu atau tidak menyerahkan laporan
pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi
administrasi berupa tidak diberikan bantuan keunangan
APBN atau APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai
laporan  pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan.

(2)Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran TETAP
berikutnya.

Pasal 34 TETAP
Partai politik wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan
yang bersumber dari dana APBN atau APBD secara berkala
1 (satu) tahun sekali kepada Menteri, Gubernur dan
Bupati/Wali Kota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 35
(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud TETAP
dalam Pasal 34 disampaikan oleh:
a.Ketua umum atau sebutan lain partai politik tingkat pusat
kepada pemerintah melalui Menteri;
b.Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah
provinsi kepada Gubernur; dan
c.Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah
kabupaten/kota kepada Bupati/Wali Kota
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(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. TETAP
Pasal 36 TETAP
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 terbuka untuk diketahui masyarakat.
7. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Perubahan :
_ Menyeluruh  dari
Pasal 37 Pasal 37 dari  Pasal 37
Format surat pernyataan, berita acara hasil verifikasi | Format mengenai: (substansi isi pasal
kelengkapan administrasi, berita acara serah terima bantuan | a. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik | ttg format dokumen

keuangan, dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (3) huruf h, Pasal 15 ayat (3) huruf g, dan Pasal 16
ayat (3) huruf g, Pasal 22, Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 31
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

diprioritaskan untuk Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f, Pasal 15 ayat (3) huruf e, dan
Pasal 16 ayat (3) huruf e;

b. surat pernyataan ketua umum Partai Politik atau sebutan lainnya

C.

d.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf h, Pasal
15 ayat (3) huruf g, dan Pasal 16 ayat (3) huruf g;

berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;

berita acara serah terima Bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4); dan

e. rekapitulasi realisasi penerimaan, belanja Bantuan Keuangan

Partai Politik, dan rincian realisasi belanja dana bantuan
keuangan Partai Politik per kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

kelengkapan
administrasi
pertanggungjawaba
n tetap sama hanya
ditambahkan satu
lagi yaitu rencana
penggunaan dana
Bantuan Keuangan
Partai Politik
diprioritaskan
untuk  Pendidikan
Politik)

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

TETAP

Pasal 38

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan
kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan
diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu periode berikutnya.

(2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik
vang memperoleh kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

TETAP

TETAP
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kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan
penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik. TETAP

(3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara
proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan
berakhirnya masa keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu periode sebelumnya
dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.

(4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik TETAP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara
proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu
periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun
anggaran periode berkenaan.

Pasal 39

(1)Penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang TETAP
mendapat kursi di DPRD provinsi atau DPRD
kabupaten/kota bagi daerah otonom baru, dihitung
berdasarkan jumlah perolehan suara sah dikalikan dengan
nilai setiap suara di daerah otonom baru.

(2)Nilai setiap suara di daerah otonom baru sebagaimana TETAP
dimaksud pada ayat (1) besarnya dihitung sama dengan nilai
bantuan setiap suara daerah provinsi atau daerah
kabupaten/kota induk.

(3)Penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, TETAP
penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan
keuangan partai politik berlaku secara mutatis mutandis
terhadap penganggaran dalam APBD, pengajuan,
penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban
bantuan keuangan partai politik di daerah otonom baru.

8. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Penambahan :

BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IXA
KETENTUAN
BAB IXA PERALIHAN
KETENTUAN PERALIHAN
9. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan Penambahan :
1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A Pasal 39A
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sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39A
Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik sebagai upaya pencegahan Corona Virus Disease
2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A berlaku sampai
berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam
Corona Virus Disease 2019 yang ditetapkan secara resmi oleh
pemerintah pusat.
BAB X TETAP
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40 TETAP
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 198), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 41 TETAP
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Pasal I
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia. dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN

Penambahan
dalam Lampiran
Permendagri
No.78 Tahun 2020
yaitu: ada
penambahan satu
format berupa “A.
Format Rencana
Penggunaan Dana
Bantuan
Keuangan partai
Politik"

LAMPIRAN

POLITIK.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA
CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

LAPORAN  PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI, BERITA
ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN, DAN

BANTUAN

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK, SURAT PERNYATAAN,
BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KEUANGAN, DAN REKAPITULASI REALISASI
PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN
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A, FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAL
POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KELARGAN PARTAI POLITIK
PERKEGIATAN
TAHUN ANGGARAN ...

R dana | keuangan partal politik perkegiatan

Tahun Anggaran ...

sebagai berikut:

N JENIS
PENGELUARAN

JENIS
KEGIATAN

VOLUME
KEGIATAN

RENCANA
PENGGUNAAN
Rpy

KETERANGAN

H 2

5

A | PENDIDIKAN

NO JENIS
PENGELUARAN

JENIS
EEGIATAN

VOLUME
KEGIATAN

RENCANA
PENGGUNAAN

KETERANGAN

[Rp)

POLITIK

sesuai  dengan
tugis dan
fungsi  pariai
politik seria
peratiran
perundang-
undangan yang
mengatur
mengenai
pendidikan
politik,

B |OPERASIONAL
SEKRETARIAT

¢ JUMLAH G o

Mengetahui:
KETUA UMUM | KETUA, BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,
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Perubahan pada

I FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA UMUM PARTAl POLITIK ATAU
SURAT PERNYATAAN SEBUTAN LAINNYA jlld ul men jadi
Yang bertanda tangan di bawah ini, “Forl'l'lat S!lrat
1. Nama SURAT PERNYATAAN
Jabatan @ Ketua Uimam f Ketua Yang bertanda tangun di bawah ini, Pernyataan Ketua
Alamac - L Nema Umum Partai
2. Namo Jabatan : ketua umusn/ketua Politik Atau
Jabatan © Sckretaris Jenderal/Sekretaris Alamat =
Amat 2 Nama Sebutan Lainnya”
3. Nauna Jahatan : sek is jenderal sel is
Jabatan : Bendahara Alamat
Alamat 3. MNama :
Dengan ini menvatakan bahwa @ Jabatan : bendahara
Alamat

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunann
anggaran bantuan keuangan partai politik, Dengan inl menyatakan bohwa:
1. Kami bertanggungjewab  secara  formil  dan  materiil  dalam

2 Kami ian dli sesuai peT ng-undangan  apabila
memberikan  keterangan  yang tidak benar  terhadap  kelengkapan
administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran ... yang kami

penggunaan angearan bantuan keuangan partai politik,
2. Kami bersedin  dituniut  sesuni  dengun  kefentuan  peraturan

h "

P dang-und apabila ikan vang tidak

sanpaikan.
benar terhadap kelengkapan adminisirasi bantuan dana partai politik
Tahun Anggaran .... vang kami sanpaikan,

Demikian surat permnyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya. Dremik surat  pern) ini kami bum unrek  dipergunakan
sehagaimana mestinya.

DPP/DPDDP
PARTAL ...
DPP/DFD; DPC
PARTAI .. SEKRETARIS JENDERAL/ HENDAHARA
SEKRETARIS
SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS BENDAHARA | R RS B s
Mengetahui,
 — | KETUA UMUM/KETUA
| AR b Hee e )
Mengetahui.
KETUA UMUM/KETUA
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W BERITA ACARA HASIL VERIFIKAS] KELENGKAPAN ADMINISTRASL €. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGEAPAN ADMINISTRASI TETAP
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI BERITA ACARA HASIL VERIFIKAS!

KELENGKAPAN ADMINISTRAST BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAL ... KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAL .......

Pada harl inl . W bulan ... Tahun ..., Tim Pada hari nt ..o tanggal ... bulan ....... Tahtin (.o, Thr
erifikasi Kelengkapan Admini B Keuangan kepada Partai Politik Verifikasi Kelengkapan Admin i B Ki kepada Partai Politik
yang dibentuk berdasarkan Keputusan Meateri Dalam yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menterd Dalam
FegerifGubernur { Bupati  Waliketa Nomor ... Tahun ... tenggal Negeri/Gubernur { Bupati | Walikota ... tanggal ...,
e belalby ZH. ik verifikasi  persy drnting bk teloh melaksanakan verifikasi persy o i bhant keuangan
keuangan Parwad Poliiik tahun .. yung diajukan olch DPP/DPDIDPC ...ovvvve... Partai Pofitik tahun ... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC ..o

Berdasarkan  hasil  Verifikasi  Kelengkap Adpini i B Berdasarkan  hasil Verifikasi  Kelengkay Admi i B
Keuangan kepads Partai Poliuk. Tim meayatakan bahwa Partai ... Keuangan kepada Partal Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ... telah
telah hi perss untuk patkan 1 keuangan dari hi  persy untuk dapath keuangan  dari
Pemerintah/penerintah daeraly ..... yung didssarkun pada hasil perokeh Pemerintah/pemerintah daeral ... yang didasarkan poada hasil perolehan
suara pada Partaf Politk yang tapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/ sumra pada Partal Politik vang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/
DPRD Kabupaten/Kots pada Pemilhan Uvam Tabta ......... sk DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tabun ... sebanvak
wissnaans S 300 X RD. .o O (. suntagaly BB B e

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Demikian Berita Acars Hasil Verifikasi Relengkapan Administrasi
Bantuan Kewangan kepada Partai ... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan

Bantuan Keuangun kepada Partai ..., ini, dibuat ontuk dapat dipergunakan

. 2 sehagaimana mestinya.
sebagaimana mestinya. ¥

TIM VERIFIKAS!] KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

L A

2
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BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DFP PARTAI

HERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAL POLITTK
NOMOR : .......

Padn Hari ini ... Tanggal ... Bulan .. Tabun .. vang bertanda tangan dibawah

ini:

L. Menterd Dalam Negeri atau pejabal yang ditunjuk atas nama Pencriniah
selanjutnya discbut Pihak Pertama.

2. Ketua Umum dan Bendghara Umum Parmi ... atau sebuian lainnya
sclanjutnya disebut Pihak Kedua,

Dengan ini menyaiakan bahwa Pihak Periama menyerahkan Dantoan
Keuangan Partai Politik Tabun ... kepada DPP Partai . sejumbab Rp. ... {0
dan Plhak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa
Bendubara Umum Negara, KPPN ... metalui Relening Bank DPP Partai ...

Berita Acara Serah Terima ini dinvatakan soh setelah copy Surat
Periniah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintal Percairan Dana (SP2D)
dari KPPN ... diterima oleh DPP Partaj Politik vang bersangkutn.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DFP PARTAI ... MENTERI DALAM NEGERI.
KETUA UMUM
1 il R ]
BENDAHARA UMUM

0. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPP PARTA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAL POLITIK

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun .., yang bertanda rangan dibawah

. Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

b

. Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai .. atau sebutan lainnva
selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menverahkan Bantuan
Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPP Partai ... sejumlah Rp. ... (.}
dan Pihak Kedus menerima Dantuan Keuangan tersebut dari Kuass
Bendahara Umum Negara. KPPN ... melatui Rekening Bank DPP Partai ...

Berita Acara Sernh Terima Ini dinyatakan sah setelah copy Surat
Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
dari KPPN .. diterima oleh DPP Pariai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DPFP PARTAL ... MENTER! DALAM NEGERI,
KETUA UMUM
Liiomssismmom iy } { E ]
BENDAHARA UMUM

TETAP
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1¥. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPDfDPW PARTAI E. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPW
TINGKAT PROVINSI PARTAI TINGKAT PROVINS!
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAR PARTAT POLITIK BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR: ... R T N— NOMOR:

Pada Hard ini ... Tanggal .. Bulan ... Tahun ... vang bertanda tangan dibawah Puda Mari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tohun ... vang bectanda tangan dibawah

Ak C .

1. Gubernur ... atau pejalva yang ditunjuk atas nama Pemerintah Provinei (. 5
selanjutnya disebut Pihak Pertama,

2. Ketua dan Bendahars DPD/DPW Partai .. Provinsi . atau selnian lainmes
selanjutnyva disebut Pihak Kedua.

Dengnn: int menyatakan bahen Pihak Perfama menyernbian Bantuan
Reuangan Partai Polittk Tahun ... kepada DPD/DPW Partai ... Provinsi ..
scjumlah Rp. ... [..) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Kevangan tersebut
dari Kuasa Bendahara Umum Negora, KPPN ... melalul Rekening Bank
DPD/DPW Partai ... Provins) ...

Berita Acara Sernh Terima imi dinyatakan sah setelsh copy Surat
Perintah Membayar (SPM] Giro Bank/Surst Perintah Pencairan Dana (SP2D)
dari BUD melalui rekening kas umiun dacral diterima oleh DPD/DPW Partai

. Gubernur ... st pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Provinsi ...
selanjutiya disebut Pihak Pertana.
. Ketua dan Bendehara DPD/DPW Partai ... Provinsi ... atau sebutan lainnya
selanjutiys disebut Pihak Kedoa
Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan
Keusngan Partal Politik Tahun ... kepada DPD/DPW Partai ... Provinsi ..
sejumlah Rp. ... (..} dan Pihak Kedus menerima Bamuan Keuangan tersebut
dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN .. melalul Rekening Bank
DPD/DPW Partai ... Provinsi ...
Berita Acara Sersh Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat
Perintah Membayar [SPM) Give Bank/Surat Perintah Pencairan Dana [SPZDj
dart BUD melalui rekening kas umum daerub diterima oleh DPO/DPW Panai

o

Politik yang bersanghutan,
Politik vang bersanghkutan.
FIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA "
DPL/DPW PARTAL ... GUBERNUR ... PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KETUA DPO/DPW PARTAL ... GUBERNUR ...
KETUA

BENDAHARA

BENDAHARA
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V. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC PARTAI
TINGEAT KABUPATEN /KOTA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAR REUANGAN PARTAL POLITIK

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Talun . vang bermsda tangen dibawab

ink :

Bupsiti/Wail Kels ... stas pejabal yang ditusjul stas nuna Pemerinimh

Kabup: fRota .. sel ova chscbut Pihak Perimmna.
2. Ketua dan Bendobara DPD/DPC Pastad .. Kabupaten /Kota ... atau sebutan
baisraya selanfutnya disehar Pihak Kedua,

Dengan ini menyinakan babwa Pihak Pertama menyerahksn Bantuan
Keuangon Partai Palitik Tahur .. kepads DPDJDPC Parad . Kabupaten [ Kota
. sejumlah Rp. .. (.} dan Pihak Kedua menerima Banfuan Keuangan
tersebml dorl Kussn Bendobora Gmumn Negara, KPPN .. melalui Rekening
Hank DPR/DPC Partai ... Ketugpaien /Kol -

Berita Acars Serah Terima ini dinvataken sah sctelah copy Surat
Perintals Membayar (SPM} Giro Bank/Sunt Perintah Peacairnn Dana (SP2D)
dari BUD melalui rekening kas wnwin diterimas oleh DPDJDPC Pastai Palitik
vang bersangkutan.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DPD/DPW PARTAL ... BUPAT]/WALI KOTA ...
KET:A
R T TP i B ormus posrrns s S A s )
BERDAHARA
[t Sy i

F.  HAERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN QPO DPC PARTAL
TINGKAT KABUPATEN {KOTA
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Padis Hari tni ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... vang bertands tangan dibawah
ink:
1. Bupati/Wall Kota ... atau pejnbat vang difungok atas pwns Pemerintah
v clisebiai Pihak Pertama,

. )
K P T T

2. Ketua dan Bendahara DPDSDPC Partai .. Kabupaten /Kota ... atau sebutan
Ininneya sclanjutnya disebut Pihak Kedus

Dengan i menvatakan bahwa Plhak Per 1y 1
Revungan Partai Politik Tabun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten/Kota
- sejupitah Rp. .., [.§ dan Pihak Kedua menerims Bantuwen Kenangin tersetng
dari Kuasa Bendalura Umum Negara, KPPN .. melalol Rekening Bank
DDy DPC Partal ... Kabupaten (Kota ...

Berita Acwrn Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy  Sura
Perimaln Menbayar (SPM) Give Bank /Surar Perintah Pencairan Dana (SP20)
dari BUD melalui rekening kas unmm diterima oleh DPD/DPC Partai Politik
vang bersanglutan,

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
PP DPW PARTAL . BUPATIfWALT KOTA ...
KETUA
{ il L )
BENDAHARA

TETAP

VL. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

TAHUN ANGGARAN ...............

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK ............

G. REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN
RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN
BELANJA BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN
TAHUN ANGGARAN ...............

Perubahan pada
judul menjadi
“Rekapitulasi

Realisasi
Penerimaan,
Belanja Bantuan
Keuangan Partai
Politik, Dan

Rincian Realisasi
Belanja Dana

Bantuan
Keuangan Partai
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Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
bantuan keuangan partai politik sebesar Rp ..... R ,
yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada
tanggal... bulan... tahun... sebagai berikut:

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan

partai politik perkegiatan sebesar Rp

, yang telah

diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal... bulan...
tahun... sebagai berikut:

Politik Per
Kegiatan”

NO | JENISPENGELUARAN | JENIS | VOLUME | REALISASI | KETERANGAN
KEGIATAN | KEGIATAN | [Rp}
1 2 3 4 5 L 6
A | PENDIDIKAN POLITIK _r
—

sestni dengon fugas dan
fungsi partad politik sera
prraturan
undangan yang mengatir
mengesal pendidikan
politik.

perundang-

OPERASIONAL
SEXRETARIAT

1

1. Administrasi Croum

o keperiuan ATH;

1. rapat miermal
sekretariat,

. perfalanan dinas
dalam mngka
pelaksanaan tugas
dan fungsi partai
politiy;

d. transpart dalan
vungha messdudung
kegistan operasional

JEXIS JENIS VOLUME
PENGELUARAN KEGIATAN | KEGIATAN
2 3 4

REALISASI
{Rp)

5

KETERANGAN

5

Besus tknk:! nomgas
dan  fungsi  partai
| patitik serta

peraturan
perandang-undangan
yang mengatur
mengenal pendidikan
politik.

OPFERASIONAL
SEKRETARIAT

1. Administrasi
Unnn
a. keperfuan ATK:
b, rapat
sckretariat:

internal

©. perjlnan dinag

lnian rangka
, pelaksanian
l wigas dan fungsi
i partal politik;

4. wansport  dalam
rangka
merdukurg
Kegintan
operasional
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- s g S e na
NO JERGS FOWHE FRFMJ!S-\SI KETERANGAN NO JENIS JENIS VOLUME [REALISASI|KETERANGAN Pe mbahan
KEGIATAN | KEGIATAN | iRpi PENGELUARAN  |KEGIATAN|KEGIATAN|  {Rpl klausul pada
wrkretariat; { !
. prarghsen B | sckctarian kolom operasional

Yreruaper peralaian
kntor, witary lain
beapa | furmiture,
kompaiter, mesin

n Penvimpenan  Data
Eleletreni:
h. Penyimpanan Diats

<. pengadaan
inventaris berapa

prmmlatan kantor,

sesual dhengin
fugms dan fungst
kesckretariatan

Munuial partai politik,
(2 Laguggeman Drnyan
4. Pensclibra Peralatan Aan Jash
i

Karsor
a Progimpanan Data

a, teiepon dan

sekretariat yaitu

i Soih, e huruf h “dukungan
berupa: -
(. sowa kuntor:atau ) operasional
£ hunor lenaga . . .
whniianranl komper, mesin sekretariat  partai
sekretiriat partod fokopl; 111 i
. g i politik lainnya
berkompeten di g honor tenagd sesuai dengan tugas
hadang olain - Aira; i
g e dan fungsi
e Tl
Targganen Dy G poliix  yang kesekretariatan
- w gl partai politik”
. tefepont dan Bsirik; Mhms
B iy minans selretarial; peogelolaan
© jasa pos dar giro keuangan; dan
o, meaat menyurat; atau . dukungan
© mevlin  celnk dan operasional
elekironik
sekretarial Protai
3. Pemeliharmnn Chata doa 2
Assip Politik  lainnya
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NO

JENIS |

PENGELUARAN

VOLUME [REAL
KEGIATAN|  [ip)

No | ENIS PENCELUARAN | UENIS | VOLUME KETERANGAN
KEGIATAN | KEGIATAN {Rpt
Elekirontk:
b Penyimpanan  Dats
Manzal
C SALDO R oo
Mengetahui
KETUA UMUM / KETUA. BENDAHARA UMUM / BENDAHARS,
P ¥
f. o
MENTERI DALAM XEGERT
REPURLIK INDONESIA,
ttd
TIAHIO KUMOLO

Satisan senia denmn aslinga
Repala Biro Hulum,

itk
b, 5| 1

Peaubins Utams Madvi iV /d)
NP, F9EmO0E 1980903 § 00

listeik;

b air LT
sekretariat;

©. jasa pos dan giro:

d. sural.  menyurai
ating

e media cetak dan
elektronik.

w

. Pemeliliaman  data
dan arsip
a. Penyimpanan
Datn  Elektronik;
dan
b Penyimpanan
Diata Manual.

4. Perpeliharasn
Peralatan Kantor
a. Penyimpanan
Data Elektronik:
dan
b. Peayimpanan
Data Manal.

SALDO

Fo s i

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
e

£ Ganj Mubamgd, SH, MAP
Pembina Utama Muda {IV ¢}
NIP. 196908186 199603 1 001

MENTER] DALAM NEGERI
REPUBLIK iNDONESIA,
1nd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAK
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